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Pemotongan PPh Rumah Sakit Swasta: 
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pajak

NEWSLETTER
TAX



Pada edisi Agustus 2024, kami telah
membahas mengenai transaksi RS yang
merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). Selain menjadi Objek PPN, transaksi
tersebut juga merupakan Objek Pajak
Penghasilan (PPh). Hal ini menjadikan RS
berperan sebagai pemotong PPh. Mulai dari
penggunaan jasa pengelolaan parkir,
pembayaran royalti, hingga pembangunan
RS, setiap aspek ini memiliki aturan pajak
yang harus dipatuhi. Pemotongan PPh yang
benar, penting untuk memastikan kepatuhan
dan kelancaran operasional serta keuangan.

Dalam edisi kali ini, kami mengulas peran RS
swasta sebagai pemotong PPh, baik dalam
transaksi domestik maupun internasional.
Dengan demikian, RS dapat memastikan
kelancaran kewajiban membayar pajak
dengan baik, mengurangi risiko denda dan
sanksi hukum, dan berkontribusi pada
peningkatan tax ratio Indonesia.
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2. Jasa Pengelolaan Parkir

Batas penyetoran Pasal 21, Pasal 23/26,
PPh Pasal 4(2) Pemotongan, paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk
pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya

Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) di RS sangatlah penting.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan
mengikutsertakan SDM dalam pendidikan atau pelatihan
yang relevan. Kegiatan ini juga memiliki implikasi
perpajakan yang perlu diperhatikan oleh rumah sakit. 

Berikut ini kewajiban perpajakan RS yang berkaitan
dengan jasa pendidikan dan pelatihan (seminar),
tergantung pada siapa yang diundang sebagai tenaga ahli
maupun pelatihan yang diikuti oleh pegawai Rumah Sakit:
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1.  Jasa Pendidikan dan Pelatihan (Seminar)

Rumah sakit umumnya menyediakan area parkir yang
sering kali dikelola oleh pihak ketiga berbentuk badan
usaha. Sesuai dengan ketentuan PMK No. 141 Tahun
2015, jasa pengelolaan parkir ini dikenakan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 23. Rumah sakit wajib memotong
PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai transaksi dengan pihak
pengelola.
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RS yang menggunakan Jasa Audit/Konsultan Wajib Pajak
Badan yang berasal dari dalam negeri merupakan
transaksi yang dikenakan PPh Pasal 23 sedangkan Wajib
Pajak Orang Pribadi dari dalam negeri maka transaksi
tersebut dikenakan PPh Pasal 21.

Namun, apabila RS menggunakan jasa dari Waijb Pajak
baik badan maupun orang pribadi  yang  tidak  bertempat
tinggal di Indonesia, transaksi tersebut dikenakan PPh 
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3. Pemakaian Jasa Audit/Konsultan

Pasal 26 dengan tarif 20%, kecuali jika terdapat
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara
Indonesia dengan negara asalnya. Jika perjanjian P3B
berlaku, maka tarif pemotongan dapat lebih rendah
sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam
perjanjian tersebut. Agar tarif P3B dapat diterapkan,
penyedia jasa asing harus menyerahkan Form Directorate
General of Taxes (Form DGT) sebagai bukti bahwa mereka
telah terdaftar secara pajak di negara asal. Apabila lawan
transaksi tidak mendapatkan tandatangan otoritas pajak
di negara terdaftar, maka Part II Form DGT dapat
digantikan dengan Certificate of Residence (COR). Form
DGT dan/atau COR tersebut harus dilaporkan ke dalam
sistem djponline untuk di tandasahkan oleh Pihak yang
memanfaatkan jasa tersebut di dalam negeri, dalam hal
ini RS. Penandasahan tersebut dilakukan melalui menu    
e-SKD. 



Penjelasan terkait pemotongan 
PPh Pasal 26 mengacu pada angka 3

Dalam operasional RS, penggunaan jasa manajemen dan
merek dagang melibatkan kewajiban membayar pajak
yang penting untuk dipahami dan dikelola dengan baik.
Apabila penyerahan jasa manajemen atau royalti dari
Wajib Pajak Badan yang berasal dari dalam negeri, RS
wajib memotong PPh Pasal 23, di mana pemotongan
sebesar 2% dilakukan untuk jasa manajemen, sedangkan
untuk royalti dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto.
Namun, ketika Wajib Pajak baik badan maupun orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang
memberikan jasa atau hak merek dagang, RS wajib
memotong PPh Pasal 26.
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4. Pembayaran Royalti atas Jasa Manajemen / Pemakaian Merek

Dalam rangka melakukan pembangunan, RS dapat
menggunakan jasa kontraktor. Atas transaksi penggunaan
jasa tersebut, RS diwajibkan memotong PPh Final Jasa
Konstruksi. Untuk menentukan tarif yang berlaku, RS perlu
memastikan kualifikasi penyedia jasa konstruksi melalui
dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK).
Oleh karena itu, selain membutuhkan identitas dari pihak
penyedia jasa (NPWP maupun NIK), RS juga memerlukan
dokumen SBUJK sebagai syarat dalam pembuatan bukti
potong PPh Final Jasa Konstruksi.

5. Jasa Pembangunan Rumah Sakit

PPh Final Jasa Konstruksi = 
Tarif PPh Final x Nilai Kontrak Jasa Konstruksi*
*)Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum atau
seharusnya tercantum dalam kontrak Jasa Konstruksi secara
keseluruhan (PP No. 9 Tahun 2022)

Sesuai dengan ketentuan UU PPh, besarnya tarif yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat memberikan NPWP
dikenakan tarif lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang dapat
memberikan NPWP.  Namun, sistem tidak dapat mengakomodir
atas kenaikan tarif tersebut, karena pemotongan PPh pada                 
e-Bupot Unifikasi dan PPh Pasal 21 hanya dapat dibuat dengan
menggunakan identitas NPWP atau NIK. Sehingga, pihak yang
dipotong Wajib memberikan NIK dan/atau NPWP agar bukti
potong dapat dibuat dan menghindari sanksi dikemudian hari.



Tarif PPh Final
Jasa Konstruksi
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Pemerintah melakukan penyesuaian aturan tarif PPh Final atas
usaha jasa konstruksi seiring dengan diterbitkannya 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2022

Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh
penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan
usaha kualifikasi kecil atau sertifikat
kompentensi kerja untuk usaha orang
perseorangan

1,75%

1

Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh
penyedia jasa selain penyedia jasa
sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan
nomor 2

2,65%

3

Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang
dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak
memiliki sertifikat badan usaha

4%

5

Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh
penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat
badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja
untuk usaha orang perseorangan  

4%

2

Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang
dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki
sertifikat  badan usaha

2,65%

4

Jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan
oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat
badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja
untuk usaha orang perseorangan

3,5%

6

Jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan
oleh penyedia jasa yang tidak memiliki
sertifikat badan usaha atau sertifikat
kompetensi kerja untuk usaha orang
perseorangan 

6%

7

Pengenaan PPh final terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud nomor
2, nomor 5, dan nomor 7 tidak meniadakaan kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

CATATAN

Dalam hal penyedia jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif PPh di atas tidaklah termasuk PPh atas sisa laba
bentuk usaha tetap setelah PPh final.



PPh Final Jasa Konstruksi 
 =  Rp 1.000.000.000 x 1,75%
 = Rp  17.500.000

RS bertransaksi dengan Kontraktor dengan informasi
SBUJK sebagai Jasa Pekerjaan Konstruksi dan memiliki
kualifikasi bidang usaha kecil dengan nilai transaksi
Rp1.000.000.000 (tidak termasuk PPN). Dengan demikian
PPh Final Jasa Konstruksi yang dikenakan sebesar
Rp17.500.000 dengan perhitungan:
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Contoh Perhitungan PPh Final Jasa Konstruksi
Contoh 

Sertifikat Badan Usaha
Jasa Konstruksi



Batas penyetoran PPh Pasal 4(2)
setor sendiri, paling lambat
tanggal 15 bulan berikutnya.
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Transaksi sewa tempat atau lahan di RS dikenakan PPh
Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan. Jika RS
bertindak sebagai pihak yang menyewakan, penghasilan
dari sewa akan dipotong PPh Final sebesar 10% dari nilai
transaksi (tidak termasuk PPN). Bukti potong yang
diterima RS bersifat final, sehingga tidak dapat digunakan
sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan
Badan.

6. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Pemahaman terkait pemotongan PPh dalam
operasional RS swasta merupakan langkah awal dalam
meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.
Namun, pembahasan ini tentu tidak berhenti di sini.
Masih ada banyak aspek perpajakan lain yang perlu
dicermati. Dalam edisi berikutnya, kami akan
melanjutkan pembahasan mengenai Objek PPh lain
yang lebih luas dan spesifik. Jadi, tetap nantikan
informasi terbaru dari kami. 

Mari kita terus berkomunikasi dan bekerja sama dalam
mendukung keberhasilan operasional RS yang taat pajak!

Namun, PPh Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
yang tidak dipotong oleh pihak penyewa, maka pihak
yang menyewakan dalam hal ini adalah RS, wajib untuk
menyetor sendiri PPh Final tersebut. 

Apabila, RS bertindak sebagai penyewa, RS wajib
memotong PPh Final atas Sewa Tanah dan/atau
Bangunan, menyetorkannya ke Kas Negara. 
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Sambut Implementasi Coretax di 2025!
DJP kini meluncurkan Coretax
Simulator untuk memudahkan Wajib
Pajak mempersiapkan diri sebelum
diimplementasikan sepenuhnya di
awal tahun 2025.  Berikut ini, tutorial
Pendaftaran Akun Simulator:

1

6

Login DJP Online 
https://djponline.pajak.go.id

Klik gambar ‘Pendaftaran Simulator Coretax’

Daftarkan PIC yang ditunjuk untuk
memperoleh akses ke simulator Coretax.
Pendaftaran ini sekaligus mendaftarkan
PIC untuk memperoleh akses ke
simulator secara personal.

Apabila Registrasi telah berhasil,
lakukan pengecekan email secara
berkala untuk mengetahui
username dan password agar dapat
masuk ke aplikasi simulator.

Masuk ke aplikasi simulator dengan mengakses
https://portalwp-simulasi.pajak.go.id 
Login menggunakan username dan password
yang telah diemail.

https://djponline.pajak.go.id/account/login
https://portalwp-simulasi.pajak.go.id/identityproviderportal/Account/Login/
https://portalwp-simulasi.pajak.go.id/identityproviderportal/Account/Login/


AKR Tower 17th Floor Unit A-B, 
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta, 11530, Indonesia

CONNECT WITH US:

+62-21 2253 7918

www.ofisiprima.com
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Simulator Coretax menyediakan 10 menu utama yang
dapat diakses oleh Wajib Pajak untuk memudahkan
Wajib Pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan
mulai dari  My Portal, eTax Invoice, eBupot, Tax Return,
Payments, My General Ledger, Taxpayer Services, Access
Management, FAQ, dan External Aplications. Kenali fitur-
fiturnya pada video dibawah ini!

https://www.youtube.com/watch?v=LyshyKKcXOw
https://www.youtube.com/watch?v=LyshyKKcXOw
https://ofisiprima.com/id/
https://ofisiprima.com/id/
https://www.youtube.com/watch?v=LyshyKKcXOw

